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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar yuridis dan penerapan hukum dalam 
perkara PT Merial Esa, serta menilai implikasi putusan tersebut terhadap penegakan 
hukum dan tata kelola perusahaan guna mewujudkan pencegahan tindak pidana 
korupsi dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif 
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach). Kajian dilakukan melalui analisis 
terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan 
dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 
korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya memiliki peran strategis dalam 
mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, tetapi juga 
memiliki potensi untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, 
termasuk tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya, korporasi tidak lagi 
dipandang semata-mata sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai subjek hukum 
yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan 
untuk dan atas nama kepentingannya. Salah satu bentuk kejahatan korporasi 
(corporate crime) yang sering terjadi adalah tindak pidana penyuapan, yang pada 
hakikatnya dapat merugikan keuangan negara, mencederai prinsip integritas, serta 
merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan dunia 
usaha.Contoh konkret dari kejahatan korporasi tersebut dapat dilihat dalam perkara 
yang melibatkan PT Merial Esa. Berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-
TPK/2022/PT.DKI, PT Merial Esa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dalam tindak pidana penyuapan 
kepada pejabat negara. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pidana 
tidak hanya dapat dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh korporasi melalui 
kebijakan, keputusan, maupun tindakan pengurusnya. Oleh karena itu, korporasi 
yang terbukti melakukan tindak pidana penyuapan patut dikenakan konsekuensi 
hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi.  
 
Kata Kunci :  Pertanggungjawaban Korporasi, Penyuapan, Pejabat Negara 
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